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ANDI HELGA ADILAH (B111 13 611), “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang Di 
Dalam Kawasan Konservasi.” (Studi Kasus Putusan Nomor 
8/Pid.B/2016/PN.PKJ). Dibimbing Oleh Andi Sofyan selaku 
Pembimbimg I dan Abd. Asis selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk 
mengetahui apakah pengrusakan ekosistem terumbu karang didalam 
kawasan konsevasi merupakan tindak pidana? dan yang kedua untuk 
mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan 
hukuman dalam Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.PKJ. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negri Pangkajene, 
dengan metode penelitian yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data 
dengan cara penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian 
lapangan (field research). Data primer diperoleh langsung dari hasil 
wawancara hakim sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai 
literature, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta pendapat para 
ahli yang berhubungan dengan pembahasa penulisan ini. 
Hasil penelitian yang dicapai menunjukan bahwa: (1) Perbuatan 
terdakwa telah melanggar ketentuat pasan 73 huruf a JO dan penerapan 
ketentuan pidana terhadap tindak pidana didasarkan pada fakta-fakta 
hukum dipersidangan dan juga melalui keterangan-keterangan saksi, 
keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu juga didasarkan 
pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Jaksa 
Penuntut Umum dalam membuat dakwaan sudah tepat dan sesuai yaitu 
dengan menggunakan dakwaan tunggal pada Pasal 73 ayat (1) huruf a jo 
Undang-undang tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau 
kecil. Pasal 55 Ayat Ke-(1) KUHP (Delik Penyertaan). Namun menurut 
Penulis tuntutan yang diberikan masih kurang tepat dalam hal penjatuhan 
pidana. (2) Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam putusan 
Nomor 8/Pid.B/2016/PN.PKJ dalam menjatuhkan hukuman terhadap 
pelaku telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan terdakwa, 
dan alat bukti serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis dan 
pertimbangan sosiologis dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan 
serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim. Namun menurut 
Penulis Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 
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A. LATAR BELAKANG 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia 
yang terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke1. Luas total 
wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km²  
daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif 
(selanjutnya disingkat ZEE).Mengingat luas wilayah laut Indonesia lebih 
luas dari wilayah daratan, menjadikan sumber daya pesisir dan lautan 
memiliki potensi yang sangat penting, karena di wilayah pesisir dan lautan 
menyediakan berbagai sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati 
yang bernilai ekonomis dan ekologis yang tinggi.Wilayah pesisir 
merupakan pertemuan antara wilayah laut dan wilayah darat, dimana 
daerah ini merupakan daerah interaksi antara ekosistem darat dan 
ekosistem laut yang sangat dinamis dan saling mempengaruhi, wilayah ini 
sangat intensif dimanfaatkan untuk kegiatan manusia seperti: pusat 
pemerintahan, permukiman, industri, pelabuhan, pertanian dan pariwisata. 
Juga dapat dapat digunakan untuk pengembangan diberbagai bidang 
seperti  di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.  
Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah 
peralihan antara ekosistem darat dan laut yang berkesinambungan. Di 
                                                          
1 Surat Edaran Kepala Dishidros Mabes TNI-AL No SE/1241/IV/2012 Tanggal 10 April 
2012 tentang Data Wilayah Negara Kesatuan Indonesia. 
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wilayah pesisir ini terdapat sumber daya pesisir berupa sumberdaya alam 
dan jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan sumberdaya pesisir 
tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk 
mengeksploitasinya dan berbagai instansi berkepentingan untuk 
meregulasi pemanfaatannya.  
Keindahan wilayah pesisir  di Indonesia terbukti dengan banyaknya 
wisatawan lokal bahkan asing yang berkunjung ke Indonesia untuk 
menikmati keindahan alam pesisirnya. Keindahan alam yang tidak ternilai 
harganya itu perlu dijaga agar tidak rusak, karena itu merupakan aset 
negara yang penting. Keindahan pantai pesisir di Indonesia menjadi hal 
yang sangat berharga karena tidak semua negara mempunyai keindahan 
yang mempesona seperti di Indonesia, sehingga sudah semestinya 
keindahan tersebut dijaga. Wilayah pesisir juga memiliki nilai ekonomi 
tinggi, namun saat ini sedang terancam keberlanjutannya.  Dengan 
potensi yang unik dan bernilai ekonomi tadi maka wilayah pesisir 
dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka hendaknya wilayah 
pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara 
berkelanjutan. Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, 
pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta 
memberikan manfaat yang besar kepada semua stakeholders terutama 
masyarakat pesisir. 
Salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menjaga 
wilayah pesisir dari kerusakan akibat perbuatan manusia yaitu dengan 
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membuat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat 
uu) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dengan 
adanya peraturan tersebut diharapkan kelestarian wilayah pesisir dapat 
terlindungi. 
UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan 
dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan 
dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis 
pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.  
Terumbu karang merupakan salah satu komponen utama sumber 
daya pesisir dan laut, disamping hutan mangrove dan padang lamun. 
Terumbu karang dan segala kehidupan yang ada didalamnya merupakan 
salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia yang tak ternilai 
harganya. Diperkirakan luas terumbu karang yang terdapat di perairan 
Indonesia adalah lebih dari 60.000 km², yang tersebar luas dari perairan 
Kawasan Barat Indonesia sampai Kawasan Timur Indonesia. Contohnya 
adalah ekosistem terumbu karang di perairan Maluku dan Nusa Tenggara. 
Indonesia merupakan tempat bagi sekitar 1/8 dari terumbu karang Dunia 
dan merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman biota perairan 
dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. 
Namun, secara kuantitatif terdapat 80% issue pesisir akibat 
interaksi antara manusia yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dengan 
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lingkungannya dan akibat tindakanpihak lain misalnya kerusakan karang, 
deforestasi mangrove, pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh nelayan, 
penyelam, masyarakat, dan pengusaha besar. Persoalan mendasar 
adalah tidak efektifnya pengelolaan sumberdaya pesisir 
untukmengalokasikan dan memanfaatkan sumberdaya secara lestari.2 
Salah satu bentuk kejahatan yang akan penulis kaji mengenai 
tindak pidana pengrusakan ekosistem terumbu karang di dalam kawasan 
konservasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf a b c dan huruf  d 
uu No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil. Namun pengertian pengrusakan ekosistem terumbu karang itu 
sendiri tidak dirumuskan secara khusus di dalam uu itu sendiri.  
Proses pemanfaatan sumber daya pesisir di Indonesia khususnya 
untuk ekosistem terumbu karang saat ini banyak yang tidak sesuai 
dengan kode etik pengelolaan sumber daya alam. Saat ini terumbu karang 
adalah salah satu ekosistem yang sangat terancam di Indonesia. Hal ini 
disebabkan karena ekosistem terumbu karang merupakan sumber 
keuntungan ekonomi yang sangat  besar dari perikanan dan pariwisata, 
serta persaingan yang semakin meningkat, sehingga keadaan tersebut 
menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap 
ekosistem terumbu karang secara besar-besaran dengan menggunakan 
                                                          
2Aca Sugandhy,  Penataan Kawasan Pesisir Yang Berkelanjutan, Makalah Seminar 
Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kawasan 




berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik pengelolaan sumber 
daya alam. Hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem 
terumbu karang. Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah 
dengan melakukan kegiatan menambang terumbu karang, menggunakan 
bahak peledak dan beracun, mengambil terumbu karang di Kawasan 
Konservasi (yang sebagaimana diketahui bahwa Kawasan Konservasi di 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil adalah kawasan dengan ciri khas 
tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir  
dan Pulau-pulau Kecil secara berkelanjutan). Semua cara yang dilakukan 
oleh nelayan ini semata-mata hanya untuk menguntungkan para nelayan 
itu sendiri dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan 
khususnya terumbu karang. 
Dalam konteks hukum Indonesia tindak pidana pengrusakan 
ekosistem terumbu karangdi kawasan konservasitelah diatur di dalam 
pasal 73 huruf a dan Pasal 35 huruf a b c dan huruf d, uu no 27 tahun 
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  yang 
menyebutkan beberapa ketentuan hukum yaitu bahwa pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada di bawah kedaulatan 
dan yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat 
NKRI) dan ZEE serta berdasarkan ketentuan internasional yang 
mengandung sumber daya alam, merupakan berkah yang dianugrahkan 
oleh Tuhan Yang Maha Esayang diamanahkan pada bangsa Indonesia 
berdasarkan Undang-undang Dasar NKRI1945 dan merupakan kekayaan 
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yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan 
dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat baik bagi generasi 
sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Hukum Indonesia 
mempunyai semangat yang besar dalam memberantas tindak pidana 
terhadap pengrusakan ekosistem terumbu karang di dalam kawasan 
konservasi dengan usaha pemerintah membuat uu pengelolaan wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, namun dalam pelaksanaannya 
uutersebut belum dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat. 
Di masa mendatang, hendaklah pemerintah mampu memikirkan 
suatu cara yang efektif untuk meningkatkan keamanan di Konservasi 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Hal ini didasarkan pada 
pengamatan bahwa jika masyarakat dibiarkan mengelola sumber daya 
alam secara eksploitatif dan destruktif, maka dalam jangka panjang akan 
sangat merugikan diri sendiri, baik secara ekonomi maupun secara 
ekologis. Bertolak dari hasil pengamatan penulis terhadap tindak pidana 
Pengrusakan ekosistem terumbu karang di dalam kawasan konservasi, 
yang akhir-akhir ini cenderung meningkat, kemudian karena kurangnya 
pihak-pihak yang mengungkapkan dan membahas sekitar permasalahan 
Pengrusakan ekosistem tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang Di Dalam Kawasan 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti, maka 
penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah 
sebagai berikut:  
1. Apakah pengrusakan ekosistem terumbu karang di dalam 
kawasan konservasi merupakan tindak pidana?  
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam 
penjatuhan hukuman dalam putusan perkara nomor 
8/Pid.b/2016/PN.Pkj 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat 
mengemukakan tujuan penelitian adalah: 
1. Untuk mengetahui apakah pengrusakan ekosistem 
terumbukarang di dalam kawasan konservasi merupakan tindak 
pidana atau bukan 
2. Untuk Mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim 
dalam penjatuhan hukuman dalam putusan nomor 
8/Pid.b/2016/PN.Pkj 
D.   Manfaat Penelitian 
1. Dapat bermanfaat dalam memberikan informasi perkembangan 
ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya 
yang berkaitan dengan tindak pidana pengrusakan ekosistem 
terumbu karang di dalam kawasan konservasi 
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2. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan 
pengetahuan khususnya kepada saya (peneliti) dan umumnya 
bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan sanksi 
hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pengrusakan 
ekosistem terumbu karang di dalam kawasan konservasi 
3. Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dan 
untuk menjadi referensi sebagai literatur tambahan bagi yang 
berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang 
dibahas dalam penelitian ini. 
4. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman aparat penegak 
hukum dalam memberikan penanganan yang lebih baik lagi 
kedepannya pada kasus tindak pidana pengrusakan ekosistem 













A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Istilah “yuridis” berasal  dari bahasa inggris Yudirical yang sering 
disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif.  Jadi yuridis berarti 
kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-
undangan.  Paul Scholten menyatakan bahwa interpretasi, penafsiran 
hukum, merupakan masalah yang penting dalam kehidupan hukum.3 
Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan 
perundang-undangan.  Demikian pula halnya dengan undang-undang 
yang baru, yang segera diserap kedalam struktur keseluruhan tersebut.  
Dengan demikian, apabila orang ingin  memberi suatu arti kepada 
undang-undang tertentu, maka ia harus melakukannya dalam konteks 
yang demikian itu. Dalam hubungan ini maka kata-kata suatu undang-
undang mungkin tidak hanya baru menjadi jelas manakala dipahami 
dalam hubungannya dengan yang lain, melainkan juga mencoba untuk 
memahami masing-masing undang sedemikian rupa, sehingga 
merupakan suatu kesatuan yang berkaitan satu sama lain.  Suatu undang-
undang bisa dilihat sebagai suatu penggarapan lebih lanjut, suatu 
pengisian dan/atau penyimpangan dari yang lain.  Berdasarkan pendapat 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian tinjauan yuridis adalah 
                                                          
3Sajipto Rahardjo, 2006, Penegakan Hukum (suatu Tinjauan Sosiologis), PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, Hlm 124. 
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sama dengan hukum pidana materil yaitu mencakup delik apa yang 
terjadi, siapa pelakunya, unsur-unsur delik yang terpenuhi, dan 
pertanggungjawaban pidana. 
B. Hukum Pidana 
1. Pengertian Hukum Pidana 
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah yang 
akan dibahas, penulis akan mengemukakan terlebih dahulu beberapa 
pengertian hukum pidana menurut para ahli. 
Beberapa pengertian Hukum Pidana menurut pendapat para ahli;4 
 Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa: 
Hukum pidana adalah peraturan hgukum mengenai 
pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu 
oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang 
oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga 
hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. 
 
 WLG. Lemaire mengemukakan bahwa: 
Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi  
keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh 
pembentuk Undang-undang (selanjutnya disingkat uu)) 
telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni 
suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian 
dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan 
suatu system norma yang menentukan  terhadap tindakan-
tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan 
bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman 
yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-
                                                          
4EY. Kanter dan R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. 
Alumni AHM-PTHM. Jakarta. 1986. Hlm 12-14 
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tindakan tersebut (pengertian ini tampaknya dalam arti 
hukum pidana materiel). 
 
 WFC. Hattum mengemukakan bahwa: 
Hukum pidana (positif) adalah suatu keseluruhan dari 
asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh 
Negara atau suatu masyarakat hukum umum telah 
melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat 
melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran 
terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu 
penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. 
 
 WPJ. Pompe mengemukakan bahwa: 
Hukum pidana adalah hukumdari hukum, biasanya 
diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-
peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang abstrak 
dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret. 
 
 Kansil mengemukakan bahwa:  
Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang 
pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan 
terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam 
dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau 
siksaan.Meskipun banyak ahli yang menyatakan 
pendapatnya tentang pengertian hukum pidana dan ada 
kalanya saling bertentangan, pada pokoknya dapatlah 
dirumuskan bahwa yang mengatur tentang kejahatan atau 
pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan 
atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum 
dengan pidana ditentukan uu, dan terhadap siapa saja 









                                                          
5Erdianto Effendi. Hukum Pidana Indonesia. PT. Refika Adiatma, Bandung. 2011. Hlm 9 
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2. Pembagian Hukum Pidana  
Dalam perkembangannya, hukum pidana dibedakan dalam beberapa 
bentuk, sebagaimana didasarkan antara lain:6 
a) Berdasarkan materi yang diatur: 
Hukum Pidana terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana 
formil. Jika hukum materiil terdiri dari perbuatan apa saja yang dapat 
dihukum, siapa yang dapat dihukum dan apa hukuman yang dapat 
dijatuhkan, maka hukum pidana formil berbicara tentang bagaimana 
menegakkan hukum pidana materill itu. 
b) Berdasarkan sumber diaturnya: 
Hukum Pidana dibedakan ke dalam hukum pidana umum dan hukum 
pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang 
terdapat dalam KUHPidana dengan istilah lain hukum pidana yang 
terkodifikasi, sedangkan hukum pidana khusus adalah semua aturan 
hukum pidana yang diatur diluar KUHPidana. 
c) Berdasarkan kepada siapa berlakunya: 
Hukum pidana di bedakan juga kedalam hukum pidana umum (dalam 
arti berlaku untuk semua golongan) dan hukum pidana khusus 
(dalam arti berlaku hanya untuk golongan tertentu). 
d) Menurut wilayah berlakunya: 
Hukum pidana dapat dibedakan kedalam hukum pidana nasional 
dengan hukum pidana lokal. Hukum pidana nasional, berlaku 
                                                          
6Ibid. Hlm 13-18 
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sebagai hukum positif yang berlaku diseluruh wilayah Negara, 
sedangkan hukum pidana lokal berlaku hanya pada daerah tertentu 
saja. 
e) Hukum pidana positif dan hukum pidana yang dicita-citakan: 
 
Seperti pengertian hukum positif secara umum, maka hukum pidana 
positif yang dimaksud hukum berlaku pada waktu tertentu dan pada 
wilayah tertentu. Jika hukum positif yang disebut juga ius 
constitutum maka lawannya adalahhukum yang dicita-citakan atau 
ius constituendum, dalam hal ini adalah Rancangan KUHPidana 
Nasional. 
f) Hukum pidana Internasional dan hukum pidana Nasional: 
 
Secara umum yang dimaksud dengan hukum pidana Internasional 
adalah ketentuan hukum nasional dan internasional yang mengatur 
tindak pidana internasional dan cara penegak hukumnya, termasuk 
kerja sama internasional yang harus dilakukan dalam penegak 
hukum tersebut. 7  Berbeda dengan hukum pidana nasional yang 
berlaku untuk Negara tertentu dan bersumber dari hukum pidana 
nasional dalam kerangka sistem hukum suatu Negara, hukum 
pidana internasional berlaku secara  universal dan sumber 
hukumnya adalah hukum internasional. 
 
 
                                                          
7Shinta Agustina. Hukum Pidana Internasional dalam Teori dan Praktek. Universitas 
Andalas Press. Padang. 2006. Hlm 40 
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g) Berdasarkan bentuknya: 
Lazim disebut juga istilah hukum pidana tertulis dipadankan dengan 
hukum pidana tidak tertulis.8 
C. Tindak Pidana 
1. Istilah Tindak Pidana 
Isitlah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah 
strafbaarfeit dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada 
terjemahan resmi strafbaarfeit. Terjemahan atas istilah strafbaarfeit 
kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah 
misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh 
dihukum, perbuatan pidana, strafbaarfeit dan sebagainya.9 
Menurut Adami Chazawi, ada beberapa istilah yang sering digunakan 
sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit baik yang digunakan dalam 
perundang-undangan  yang ada maupun dalam literature hukum sebagai 
terjemahan dari istilah strafbaarfeit antara lain sebagai berikut:10 
a. Tindak pidana: 
Dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-
undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan 
perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, 
seperti dalam UU Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta dan 
beberapa ketentuan perundangan lainnya. 
                                                          
8Erdianto Effendi. Op. Cit. Hlm 26 
9Ibid. Hlm 97. 
10Adami Chazawi.Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.           
2005.   Hlm 67 
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b. Peristiwa Pidana: 
Beberapa ahli hukum misalnya R. Tresna, H. J van 
Schravendijk, A. Zainal Abidin menggunakan istilah peristiwa 
pidana. Pembentuk uu juga pernah menggunakan istilah 




Sebenarnya, delik berasal dari bahasa latin delictum dan 
digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud  
dengan strafbaarfeit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai 
literature yang ditulis oleh beberapa para ahli hukum seperti E. 
Utrecht, walaupun beliau juga menggunakan istilah lain yakni 
peristiwa pidana. Begitupun juga A. Zainal Abidin pernah 
menggunakan istilah ini, serta Moeljanto juga menggunakan 
istilah ini walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah 
perbuatan pidana. 
 
d. Pelanggaran Pidana: 
Dapat dijumpai dalam tulisan M. H Schravendijk 
 
e. Perbuatan yang boleh dihukum: 
Istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk. 
f. Perbuatan yang dapat dihukum: 
Istilah ini digunakan oleh pembentuk uu dalam UU Nomor 12 
Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. 
 
g. Perbuatan Pidana: 
Istilah ini digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya.  
Strafbaarfeit, terdiri dari tiga kata, yakni straf,baar dan feit.  Kata 
“straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” 
secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata 
hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari 
kata recht, seolah-olah arti straf sama recht, yang sebenarnya 
tidak demikian halnya.11 
 
 
                                                          
11Ibid. Hlm 69 
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2. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi 
hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan 
atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan 
perundang-undangan lainnya.12 
a.  Pompe13mengemukakan bahwa: 
”Strafbaarfeit secara tertulis sebagai suatu pelanggaran 
norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan 
sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan 
oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan hukum”. 
 
b. Simons mengemukakan bahwa: 
“Tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan 
(handeling) yang diancam oleh pidana dengan oleh uu, 
bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan 
dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu 
bertanggung jawab”.14 
 
c. Vos mengemukakan bahwa: 
Tindak pidana yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh 
peraturan perundangan-undangan diberi pidana. Jadi,suatu 
kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan 
diancam pidana.15 
 
Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos apabila 
dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons 
dan Van Hamel, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-
sifat tindak pidana yang lain, seperti: sifat melawan hukum, 
                                                          
12M. Marwan,  SH & Jimmy P. KamusHukum. Realty Pub;isher. Surabaya. 2009. Hlm 608 
13PAF. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.  Citra Aditya Bakti. Bandung. 
1997.Hlm 182. 
14EY. Kanter dan R. Sianturi. Op.cit. Hlm 205. 




dilakukan dengan orang dengan kesalahan, dan orang itu 
mampu dipertanggungjawabkan. 
 
d. Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa: 
Rumusan Vos seperti itu sama saja memberikan keterangan 
“een vierkante tafel is vierkant” (meja segi itu adalah segi 
empat), karena definisinya tidak menjepit isinya, sedangkan 
pengertian “orang” dan “kesalahan” juga tidak disinggung,16 
karena apa yang dimaksud strafbaarfeit sebagai berikut: 
 
1. Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum 
(schendingof kreenking van een rechtsbelang) 
2. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (het 
in gevearbrengen van een rechtsbelang).17 
 
e. Moeljatno mengemukakan bahwa:  
Istilah strafbaarfeit sebagai “perbuatan pidana” 
menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van 
Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut:18 
1. Bahwa feit dalam strafbaaer feit berarti handeling, 
kelakuan atau tingkah laku 
2. Bahwa pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan 
kesalahan orang yang mengadakan kesalahan tadi. 
Bertolak dari pendapat para ahli tersebut di atas, maka 
dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak 
pidana atau strafbaarfeit, yaitu suatu rumusan yang 
memuat suatu unsur-unsur tertentu yang menimbulkan 
dapat dipidanya seseorang atau perbuatannya yang telah 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. 
 
3. Jenis-jenis Tindak pidana  
 Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik 
sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-
undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang 
                                                          
16Roni Wiyanto. Op.cit. Hlm 161 
17Ibid. 
18Moeljatno. Asas-asas Hukum pidana. Cetakan II. Jakrta. 2002. Hlm 56 
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dilanggar, oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-
unsur delik dapat digolongkan menjadi bagian delik.19 
Dalam hukum pidana mengenai berbagai jenis delik yang dapat 
dibedakan menurut pembagia delik tertentu, sebagaimana tersebut 
dibawah ini:20 
1. Delik Kejahatan (Misdrijven) Dan Delik Pelanggaran 
(Overtredingen)  
 Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan 
pasal-pasal KUHPidana Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. 
Akan tetapi, pembentuk uu tidak menjelaskan secara tegas apa yang 
dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada 
penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik 
kejahatan dengan delik pelanggaran. KUHPidana hanya 
mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat didalam Buku II 
(Kedua) sebagai delik kejahatan dab Buku III (Ketiga) sebagai delik 
pelanggaran. 
 Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan 
delik pelanggaran, sebagai berikut: 
a. Delik Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang 
seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun 
perbuatan itu belum diatur dalam uu Delik kejahatan ini sering disebut 
                                                          




mala per se atau delik hukum,artinya perbuatan itu sudah dianggap 
sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam uu karena 
merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau 
bertentangan dengan keadilan. 
b. Delik Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui 
sebagai delik setelah dirumuskan dalam uu. Delik pelanggaran ini 
sering disebut  sebagai mala quia prohibia atau delik uu, artinya 
perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam 
uu.21 
2. Delik Formil (formeel delict) dan Delik Materiil (materieel delict) 
a. Delik Formil (FormeelDelict)  adalah suatu perbuatan pidana yang 
sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam 
pasal uu yang bersangkutan. 
b. Delik materiil (materieel delict) adalah suatu akibat yang dilarang yang 
ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang 
dilakukan bukan menjadi soal. Yang dilarang adalah timbulnya akibat 
yang berarti akibat yang ditimbulkan itu merupakan unsur delik. Atau 
dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materiil  adalah 
akibatnya.22 
3. Delik Kesengajaan (Dolus) dan Delik Kealpaan (Culpa) 
a. Delik dolus adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan. 
                                                          
21ibid 
22Ibid. Hlm 172 
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b. Delik culpa adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau 
kealpaan. 
4. Delik Aduan (Klacht Delicten) dan Delik Umum (Gewone Delicten) 
a. Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan 
membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang 
yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu 
tidak dapat dituntut. 
b. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa 
membutuhkan adanya pengaduan.23 
5. Delik Umum (Delicta Communia) dan delik Khusus (Delicta 
Propria)  
a. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap 
orang. 
b. Delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh 
orang_orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, 
pegawai negeri atau anggota militer. 
6. Delik Commisionis, Ommisionis dan Commisionis Per 
Ommisionem Commisa 
a. Delik Commisionis adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh uu. 
b. Delik Ommisionis adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh 
uu. 
                                                          
23Ibid. Hlm 172-173 
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c. Delik Commisionis per Ommisionis Commisa adalah delik yang 
dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat 
sesuatu.24 
7. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut  
a. Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali 
perbuatan saja artinya perbuatan yang terlarang dan diancam 
pidana oleh uu telah selesai dilakukan atau lebih selesai 
menimbulkan suatu akibat. 
b. Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan 
dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat 
dan berlangsung terus menerus. 
8. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran 
a. Delik politik murni adalah delik-delik yang dilakukan untuk 
kepentingan politik 
b. Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat 
setenngah politik dan setengah umum 
9. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi  
a. Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau 
sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya 
b. Delik berkualifikasi adalah delik  yang berbentuk khusus karena 
adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau 
mengurangi ancaman pidananya.25 
                                                          
24Ibid. Hlm 174-175 
22 
 
4. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Sesuatu peerbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, 
apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang 
dirumuskan sebagai tindak pidana. Dengan perkataan lain, bahwa syarat 
utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah 
memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur 
tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya 
akan berbeda. Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu 
tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 unsur, sebagai 
berikut:26 
1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging)) 
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-
undang 
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan 
hukum) 
4. Kelakuan itu dapat diberatkan 
(dipertanggungjawabkan) kepada pelaku. 
5. Kelakuan itu diancam pidana. 
Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut di 
atas, sehingga suatu kelakuan atau perbutan seseorang itu dapat disebut 
sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumusan tindak pidana yang 
dijabarkan  Pasal 362 KUHPidana, yang berbunyi: 
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, 
                                                                                                                                                               
25Ibid. Hlm 175-176 
26C.S.T. Kancil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. 
Jakarta. 1989. Hlm 290. 
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dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 
denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. 




3. Sesuatu barang 
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain 
5. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan 
melawan hukum 
Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana 
sebagai berikut:27 
1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan 
manusia  
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang 
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum 
(melawan hukum) 
4. Harus dilakukan dengan seseorang yang dapat 
dpertanggungjawabkan. 
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada 
si pembuat sedangkan 
  




3. Bersifat melwan hukum (dan tindakan) 
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh 
undang-undang/ perundangan dan terhadap 
pelanggarannya diancam dengan pidana; 
5. Waku, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya) 
                                                          
27Moeljatno.Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Bina 
Aksara. Jakarta. 1983. Hlm 22-23 
28EY.Kanter dan R. Sianturi. Op.Cit. Hlm 211 
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Demikian diketahui adanya unsur-unsur tindak 
pidana di atas, penentuan suatu perbuatan 
sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya 
tergantung pada perumusan di dalam perundang-
undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas 
yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa 
tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali 
ditentukan di dalam undang-undang. 
Menurut Leobby Loqman, terdapat tiga kemungkinan 
dalam perumusan tindak pidana yaitu: 
Pertama, tindak pidana dirumuskan baik nama 
maupun unsur-unsurnya,. Kedua, adalah tindak pidana yang 
hanya dirumuskan unsurnya saja, dan ketiga tindak pidana 
menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-
unsurnya atau tidak menyebut namanya, maka nama serta 
unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.29 
 
5. Unsur-unsur  Pertanggung Jawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang 
terdakwa ata tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan 
pidana yang terjadi atau tidak.30 
1. Mampu Bertanggungjawab 
Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang 
(diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab 
pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan 
                                                          
29Hans Kelsen. Teori Murni Tentang Hukum, Dasar-dasar ilmu Hukum Normatif sebagai 
Ilmu Hukum Empirik Deskriptif, Judul Asli General Theory Of Law. Alih bahasa Soemardi. 
Rimdi Press. Jakarta. 1995. Hlm 51 
30I Made Widnyana, Op.cit., Hlm. 149 
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tersebut bersifat melawan hukum  (dan tidak ada peniadaan 
sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsground atau 
alasan pembenar) untuk itu. Dikatakan seseorang mampu 
bertanggungjawab (teorekeningsvatbaar), bilamana pada 
umumnya: 
2. Keadaan jiwanya tidak terganggu, tidak cacat, dan tidak 
terganggu karena terkejut, hyponotisme atau pengaruh 
bawah sadar. 
3. Kemampuan jiwanya dapat menginsyafi, dapat menentukan 
kehendaknya atas tindkan tersebut, dan dapat mengetahui 
ketercelaan dari tindakan tersebut 
1) Kesalahan 
Kesalahan dianggap ada pabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan 
keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan 
dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. 31  Menurut 
ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk 
kesalahan terdiri dari: 
a. Kesengajaan (Opzet)  
Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, 
yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok 
                                                          
31Ibid., Hlm. 77 
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alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu 
melanggar hukum. 
b. Kealpaan (Culpa) 
Kelalaian  merupakan salah satu bentuk kesalahan yang 
timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku 
yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian 
itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. 
2) Tidak ada alasan pemaaf 
Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki 
nilai melawan hukum tetapi karena alasan tertentu maka 
pelakunya dimaafkan. Alasan penghapus pidana yang 
termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam 
KUHPidana, yaitu: 
1. Daya paksa relative (overmacht) 
Overmacht merupakan daya paksa relative (vis 
compulsive) seperti keadaan darurat. Dalm Memorie 
van Toelichting (MvT) daya paksa dilukiskan sebagai 
kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam 
dwangpositie (posisi terjepit).  
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas 
(noodweer exces): 
Pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur 
dalam Pasal 49 ayat (2) KUHPidana. Ciri dari 
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pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer 
exces) adalah:32 
a) Pada pembelaan terpaksa melampaui batas 
karena keguncangan jiwa yang hebat; 
b) Perbuatan membela diri melampaui btas itu 
tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak 
dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat; 
c) Lebih lanjut, maka pembelaan terpaksa yang 
melampaui batas menjadi dasar pemaaf. 
Sedangkan pembelaan terpaksa (noodweer) 
merupakan dasar pembenar karena melawan 
hukumnya tidak ada. 
3. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi 
terdakwa mengira perintah itu sah. 
Menurut Vos, mengenai ketentuan Pasal 51 ayat 
(2) KUHPidana, perintah jabatan yang diberikan 
oleh tidak berwenang untuk lolos dari pemidanaan 
harus memenuhi dua syarat: 
a) Syarat subjektif yaitu pembuat harus dengan 
itikadbaik memandang bahwa perintah itu 
datang dari yang berwenang; 
b) Syarat objektif yaitu pelaksanaan perintah 






                                                          
32Ibid., Hlm. 89-90. 
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D. Tinjauan Umum Tentang Pengrusakan Ekosistem Terumbu 
Karang di Dalam Kawasan Konservasi 
1.  Pengertian Pengrusakan Habitat 
 Pengrusakan Habitat adalah proses yang menyebabkan habitat 
alami menjadi tidak lagi berfungsi untuk menyokong kehidupan spesiesis 
asli. Selama proses tersebut, organisme yang sebelumnya mendiami 
terpaksa berpindah atau musnah sehingga mengurangi keanekaragam 
hayati.33 
 Pengrusakan habitat oleh aktivitas manusia umumnya disebabkan 
oleh aktivitas eksploitasi sumber daya alam untuk kebutuhan industri dan 
urban. Pencaplokan habitat untuk aktivitas pertanian, pertambangan, 
penebangagn kayu, penangkapan ikan dengan pukat dan rebakan kota 
juga merupakan penyebab utama. Pengrusakan habitat merupakan salah 
satu penyebab utama kepunahan spesies makhluk hidup di dunia.34 
 Secara tidak langsung perusakan habitat dapat terjadi karena 
fragmentasi habitat, proses geologi, perubahan iklim, spesies invasif, 





                                                          
33 Sahney,S., Benton, M.J. & Falcon-lang, H.J (2010). “Rainforest collapse triggered Pensylvanian 
tetrapod diversification in Euramerica” (PDF). Geology 38 (12): Hal 1079-1082. 
34Pimm & Raven, 2000, pp. Hal. 843-845 
35Opt cit. Hal 1079-1082 
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2. Ekosistem  
 Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh 
hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan 
lingkungannya.36 
 Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh 
dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling 
mempengaruhi.37 
 Ekosistem merupakan penggabungan  dari setiap unit biosistem 
yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan 
fisik sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur  biotik tertentu 
dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan 
anonorganisme.Matahari sebagai sumber dari semua energi yang ada. 
 Dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang 
bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. 38 
Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik untuk keperluan 
hidup. Pengertian ini di dasarkan pada Hipotesis Gaia, yaitu:  
“organisme khususnya mikroorganisme, bersama-sama 
dengan lingkungan fisik menghasilkan suatu sistem kontrol yang 
menjaga keadaan di bumi cocok untuk kehidupan”.39 
 
 Hal ini mengarah pada kenyataan bahwa kandungan kimia 
atmosfer dan bumi sangat terkendali dan sangat berbeda dengan planet 
lain dalam tata surya.40 
                                                          
36 Hutan galung RA. 2010. Ekologi Dasar. Jakarta. Hlm. 13-15 
37 Ibid. Hlm. 13-15 
38 Inggris Campbell NA, Reece JB. 2009. Biology. USA: Pearson Benjamin Cumming. Hlm 415-419 
39 Ibid. Hlm 415-419 
30 
 
3. Terumbu Karang  
 Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari 
sekelompok binatang karang yang membentuk struktur kalisum karbonat, 
semacam batu kapur. Ekosistem ini menjadi habitat hidup berbagai satwa 
laut. Terumbu karang bersama-sama hutan mangrove merupakan 
ekosistem penting yang menjadi gudang keanekaragaman hayati di laut. 
Dari sisi keanekaragaman hayati, terumbu karang disebut-sebut sebagai 
hutan tropis di lautan.41 
 Ekosistem terumbu karang merupakan habitat hidup sejumlah 
spesies bintang laut, tempat pemijahan, peneluran dan pembesaran anak-
anak ikan. Dalam ekosistem ini terdapat banyak makanan bagi ikan-ikan 
kecil dan ikan-ikan kecil tersebut merupakan mangsa bagi predator yang 
lebih besar. 
 Istilah terumbu karang secara umum dapat dinisbatkan kepada 
struktur fisik beserta ekosistem yang menyertainya yang secara aktif 
membentuk sedimen kalsium karbonat akibat aktivitas biologi (biogenik) 
yang berlangsung di bawah permukaan laut.42 Bagi ahli geologi, terumbu 
karang merupakan struktur bantuan sedimen dari kapur (kalsium 
karbonat) di dalam laut, atau disebut singkat dengan terumbu.43 Bagi ahli 
                                                                                                                                                               
 
41Sumich JL, Dudley GH. 1992. Laboratory and field investigations in marine biology. Ed.5. Hlm 
213 
42Castro P & Huber ME. 2005. Marine Biology Ed ke-5. Newyork: Mc Graw Hill International. Hlm 
119-125. 
43 Ibid Hlm 119-125 
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biologi terumbu karang merupakan suatu ekosistem yang di bentuk dan 
didominasi oleh komunitas koral. 
4. Kerusakan Terumbu Karang 
 Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi terumbu 
karang terbesar di dunia.Luas terumbu karang di Indonesia diperkirakan 
mencapai sekitar 60.000 km2.44 Hal tersebut membuat Indonesia menjadi 
negara pengekspor terumbu karang pertama di dunia.Dewasa ini, 
kerusakan terumbu karang, terutama di Indonesia meningkat secara 
pesat. Terumbu karang yang masih berkondisi baik hanya sekitar 
6,2%.Kerusakan ini menyebabkan meluasnya tekanan pada ekosistem 
terumbu karangalami. Meskipun faktanya kuantitas perdagangan terumbu 
karang telah dibatasi oleh Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), laju eksploitasi 
terumbu karang masih tinggi karena buruknya sistem penanganannya. 
Beberapa aktivitas manusia yang dapat merusak terumbu karang45 
1. membuang sampah ke laut dan pantai yang dapat 
mencemari air laut 
2. membawa pulang ataupun menyentuh terumbu karang 
saat menyelam, satu sentuhan saja dapat membunuh 
terumbu karang 
                                                          
44Zhong Y, Dong W. 1999. Zoological studies. Jilid. 38.Hlm. 114 
45InggrisSchumann G. 2009. 10 Ways to protect coral reefs Diakses pada 5 Apr 2010. 
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3. pemborosan air, semakin banyak air yang digunakan 
maka semakin banyak pula limbah air yang dihasilkan 
dan dibuang ke laut. 
4. penggunaan pupuk dan pestisida buatan, seberapapun 
jauh letak pertanian tersebut dari laut residu kimia dari 
pupuk dan pestisida buatan pada akhinya akan terbuang 
ke laut juga. 
5. Membuang jangkar pada pesisir pantai secara tidak 
sengaja akan merusak terumbu karang yang berada di 
bawahnya. 
- terdapatnya predator terumbu karang, seperti sejenis 
siput drupella. 
- Penambangan 
- pembangunan pemukiman 
- reklamasi pantai 
- polusi 
- penangkapan ikan dengan cara yang salah, seperti 
pemakaian bom ikan 
5. Kawasan Konservasi 
 Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria 
33 
 
karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan 
keberadaannya.46 
 Sedangkan Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. 
Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, Conservation 
yang artinya pelestarian atau perlindungan.47 
 Sedangkan menurut ilmu lingkungan, Konservasi adalah:48 
- Upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, 
transmisi, atau distribusi yang berakibat pada 
pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan 
jasa yang sama tingkatannya. 
- Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati 
terhadap lingkungan dan sumber daya alam 
(fisik) Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil 
sepanjang reaksi kiamia atau transformasi fisik. 
- Upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap 
lingkungan. 
- Suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah 
dapat dikelola, sementara keaneka-ragaman genetik dari 
spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan 
lingkungan alaminya. 
                                                          
46 Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil. 
47Reif, J.A. Levy, Y. 1993. Password: Kamus Bahasa Inggris Untuk Pelajar. PT. Kesaint Blanc Indah 
Corp. Bekasi. 1993 
48http://www.biology-online.org/dictionary/Conservation , diakses pada 29 Maret 2009 
34 
 
 Di Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
Konservasi [sumber daya alam hayati] adalah pengelolaan sumber daya 
alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk 
menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan 
meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Cagar alam dan 
suaka margasatwa merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA), sementara 
taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam merupakan 
Kawasan Pelestarian Alam (KPA). 
 Cagar alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan 
tumbuhan, satwa, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan 
perkembangannya berlangsung secara alami. Suaka margasatwa 
mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis 
satwanya. 
 Taman nasional mempunyai ekosistem asli yang dimanfaatkan 
untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang 
budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman hutan raya untuk tujuan koleksi 
tumbuhan dan satwa yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan 
rekreasi. Taman wisata alam dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi 
alam. 
 Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya 
perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, 
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ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan 
keanekaragamannya.49 
 Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu 
yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.50 
6. Tindak Pidana Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang di Dalam 
Kawasan Konservasi 
Pasal 35 huruf a b c d dan huruf e Undang-undang tentang 
Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyebutkan bahwa: 
Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap 
Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: 
a. menambang terumbu karang yang menimbulkan 
kerusakan Ekosistem terumbu karang; 
b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi; 
c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau 
bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang; 
d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang 
merusak Ekosistem terumbu karang; 
                                                          
49 Pasal 1 Ayat (19) Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir 
dan pulau-pulau kecil. 
 
50 Pasal 1 Ayat (20) Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir 
dan pulau-pulau kecil. 
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Sedangkan tindak pidana pengrusakan ekosistem terumbu karang 
di dalam kawasan konservasi sudah di atur didalam Pasal 73 ayat (1) 
huruf a. Jo. Yang menyebutkan bahwa: 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) 
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja: 
a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, 
mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, 
menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, 
dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya 
ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; 
E. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan 
1. Pertimbangan Yuridis  
 Pertimbangan hakim atau ratio decidendi adalah argument atau 
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang 
menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum 
pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan 
menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan 
konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan 
barang bukti. Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
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pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa 
tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh 
penuntut umum/dictum putusan hakim. 
 Pertimbangan hakim dapat menjadi 2 (dua) kategori, yakni: 
Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis 
adalah pertimbangan hakim didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap 
dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang 
harus dimuat dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, 
keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-
pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non- 
yuridis dapat dilihat dari latar belakang akibat perbuatan terdakwa, kondisi 
diri terdakwa dan agama terdakwa. 
 Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, 
waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana  tindak pidana itu 
dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung 
dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta 
apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau 
tidak. 
 Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah 
hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan juga harus 
menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi 




 Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan 
hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau 
memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa 
sudah pernah dipidana sebelumnya. (recidivis) 
2. Pertimbangan Sosiologis 
 UU Nomor 48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan 
bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini 
dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat. Jadi hakim merupakan perumus dan penggali nilai-
nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. 
 Oleh karena itu, ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk 
mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat, dikalangan praktisi hukum, 
terdapat kecendrungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya 
sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan 
normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya 
sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama 
seklai dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), 
seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang 
dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian 
hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa 
keadilan masyarakat dikorbankan, faktor-faktor yang harus 
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dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap suatu perkara, antara lain: 
1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai 
yang hidup dalam masyarakat. 
2. Meperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta 
nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang 
memberatkan terdakwa 
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, 
kesalahan, peranan korban 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan 
rasa yang didasarkan pada karya manusia dalam 
pergaulan hidup 
 Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di 
indonesia, cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si 
terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan 
hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai 
suatu hukuman yang setimpal dan adil”. Untuk mencapai usaha ini, maka 
hakim harus memperhatikan, antara lain: 
a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran 
pidana yang berat atau ringan) 
b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu 
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c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran 
pidana itu (yang memberatkan dan meringankan) 
d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah 
berulang-ulang dihukum atau seseorang penjahat untuk 
satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih 
muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi 
e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana 
f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu 
 Selain melihat pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam 
menjatuhkan putusannya juga mempertimbangan dan mengkaitkan 
dengan fungsi putusan hakim sebagai a tool of social engineering yaitu: 
1. Fungsi social engineering (rekayasa sosial) hakim 
maupun putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali 
masyarakat totaliter), ditentukan dan dibatasi oleh 
kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas 
hukum sebagai alat evolusi sosial 
2. Kebebasan pengadilan yang merupakan hal esensial 
dalam masyarakat demokratis. Pembatasan lebih lanjut 
diadakan jika pengadilan menjadi penerjemahan yang 
tertimggi dari konstitusi. Kecendrungan yang mencolok di 
tahun-tahun akhir ini tidak dapat dicampuri dengan 
kebijakan modern Badan Legislatis melalui penafsiran 
konstitusi yang kakuh dan tidak terlalu objektif. Kata-kata 
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yang bermakna luas dari teks-teks konstitusi sering 
melahirkan rintangan-rintangan yang tak teratasi. 
3. Dalam sistem-sistem hukum, ditangan organ politiklah 
terletak pengawasan yang tertinggi terhadap kebikjakan 
Badan Legislatif tambahan dari badan pengadilan itu 
sebagai penafsiran peraturan-peraturan politik dan 
sebagai wasit terhadap tindakan-tindakan yang 
administratif sifatnya. 
4. Dalam penafsiran presiden dan undang-undang, fungsi 
pengadilan harus lebih positif dan konstruktif. Penafsiran 
undang-undang harus dilakukan dengan penafsiran 
dengan sangat baik dan sangat membantu kebijakan 
hukum. 
5. Dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai 
alat pengendalian sosial serta kebijakan dalam 
masyarakat modern, maka secara bertahap akan 
mengurangi bidang “hukumnya pakar hukum” Dengan 
demikian, fungsi kreatif dari hakimlah yang akan 
berkembangkan dalam sistem-sistem kebijaksanaan.51 
 
 
                                                          





A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Dalam rangka menyusun skripsi ini 
dan guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis mengadakan 
penelitian ditempat yang berhubungan langsung dengan permasalahan 
yang diangkat yaitu di Pengadilan Negri Kelas II Kab.Pangkajene, Provinsi 
Sulawesi Selatan, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin , dan 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis memilih 
lokasi tersebut dengan pertimbangan  bahwa lokasi penelitian relevan 
dengan masalah yang diteliti. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang akan digunakan yaitu: 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara secara 
langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam putusan yang 
penulis teliti. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian 
pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, 
bahan-bahan laporan, dokumen, artikel serta bahan literature 




Sumber data dalam penulisan ini adalah: 
1. Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai 
buku kepustakaan, karya ilmiah, dan artikel-artikel yang ada 
hubungannya dengan objek penelitian. 
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Teknik wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan 
wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam 
bentuk tanya jawab terhadap nara sumber atau penegak hukum 
khususnya hakim Pengadilan Negri Kelas II Kab.Pangkajene 
Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan ahli hukum pidana 
yang dianggap dapat memberikan keterangan dan informasi 
yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian. 
2. Teknik kepustakaan yaitu berasal dari dokumen-dokumen 
hukum berupa buku, perundang-undangan, kamus hukum, 





D. Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan 
kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan 
pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis 
data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan 
gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara 
kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 














PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
 
A. APAKAH PENGRUSAKAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG DI 
DALAM KAWASAN KONSERVASI MERUPAKAN TINDAK PIDANA? 
Pada Bab ini penulis akan menganalisis apakah pengrusakan 
ekosistem terumbu karang di dalam kawasan konservasi merupakan 
tindak pidana dan bagaimana Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim 
Dalam Penjatuhan Putusan 
1. Identitas Terdakwa  
1. Nama Lengkap    : RIZAL BIN OLLENG 
2. Tempat Lahir    : Pulau Barang Lompo 
3. Umur / Tanggal Lahir  : 18 Tahun/ Tahun 1997; 
4. Jenis Kelamin              : Laki-laki 
5. Kebangsaan   : Indonesia 
6. Tempat tinggal   : Barrang Lompo Kec.  
                                                        Ujung Tanah Kota   
Makassar 
7. Agama    : Islam 





2. Posisi Kasus 
    Pada kasus ini Putusan nomor 8/Pid.B/2016/PN Pkj adalah sebagai 
berikut: 
Pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 12.00 wita 
di Perairan Taka Batu Ta' sebelah selatan Pulau Sarappo Ca'di kurang 
lebih 1 mil dari Pulau Sarappo Ca'di Desa Langi Kecamatan Liukang 
Tapabbiring Kabupaten Pangkeje dengan titik koordinat S.04.49.062 E.l 
19.14.438, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Olleng Bin Samad, 
Ibrahim Bin ISMAIL dan Asri Bin Samaila mengambil koral/terumbu 
karang;  
 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tempat kejadian 
merupakan Kawasan Konservasi;  
 Bahwa Terdakwa dan saksi Olleng Bin Samad, Ibrahim Bin Ismail 
dan Asri Bin Samaila berada di lokasi tersebut bertujuan untuk 
mencari koral/ terumbu karang dan taripang di lokasi tempat 
kejadian;  
 Bahwa dengan menggunakan alat bantu pernafasan yakni mesin 
kompressor, saksi Olleng turun menyelam untuk mengambil 
terumbu karang dan sementara itu saksi Ibrahin Bin Ismail 
mendayung kapal, dan setelah saksi Olleng berhasil 
mengumpulkan beberapa koral, saksi olleng pun naik ke kapal dan 
menyerahkan koral-koral tersebut kepada terdakwa dan saksi Risal 
untuk membersihkan koral tersebut; 
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 Bahwa saksi Olleng mengambil koral dengan cara menggunakan 
tangan dan/atau menggunakan alat bantu berupa balu-palu dan 
betel;  
 Bahwa saksi Ibrahim Bin Ismail bertugas selain mendayung 
bertugas juga bergantian menyelam ke laut untuk mengambil koral 
sedangkan terdakwa dan saksi Asri Bin Samaila selain juga 
bergantian menyelam juga bertugas mendayung dan membuang 
air yang masuk ke dalam kapal serta membersihkan koral yang 
sudah diambil dan dimasukkan ke dalam plastik yang telah diberi 
air; 
 Bahwa Terdakwa tidak melakukan aktifitas apapun ketika 
ditemukan oleh polair Pangkep;  
 Bahwa Terdakwa adalah anak buah kapal yang digaji oleh saksi 
Olleng sebesar Rp. 50.000,- s/d Rp. 200.000,- per minggunya;  
 Bahwa biasanya koral yang didaptakan dijual kepada Amir yang 
tinggal dipulau Barang Lompo seharga Rp. 1.000,- s/d Rp. 2.000,- 
per biji; 
 Bahwa kapal KMN. Karang Lestari bermesin Yanmar 15 PK milik 
saksi olleng yang dicicil sebesar Rp. 10.000,- per harinya dan 
sudah mencicil selama 1 (satu) tahun; 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dalam kasus ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan 
dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 73 huruf a Jo UU RI 
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Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 
Bahwa ia terdakwa RISAL Bin OLLENG secara bersama-sama 
dengan saksi OLLENG Bin SAMAD, saksi IBRAHIM Bin ISMAIL dan saksi 
ASRI Bin SAMAILA (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah), 
pada Hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 12.00 wita, atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2015,  bertempat di 
Perairan Taka Batu Ta’pampang kurang lebih 1 (satu) mil dari Pulau 
Sarappo Caddi Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep, 
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Pangkajene, dengan sengaja melakukan kegiatan 
menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan 
konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau 
cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang 
turut serta melakukan, dengan cara sebagai berikut : 
 Berawal saksi Supriadi bersama beberapa anggota Polairut 
Polres Pangkep lainnya melakukan patroli di perairan 
Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep, 
dengan melintasi sekitar perairan sebelah selatan pulau 
sarappo caddi, tepatnya di perairan taka batu ta’pampang 
kurang lebih 1 (satu) mil dari pulau sarappo caddi dengan 
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titik koordinat S.04.49.062 -E.119.14.438, terlihat terdakwa 
berteman bersama saksi Olleng Bin Samad (nahkoda kapal), 
saksi Ibrahim Bin Ismail dan saksi Asri Bin Samaila berada 
diatas kapal KMN. Karang Lestari bermesin Yanmar 15 PK 
sementara melaut diperairan tersebut, sehingga anggota 
Polairut Polres Pangkep pun mendekati dan melakukan 
pemeriksaan diatas kapal dan ditemukanlah beberapa 
macam terumbu karang hias atau koral serta alat bantu 
selam berupa mesin kompressor, selang regulator, sepatu 
bebek, palu-palu dan betel; 
 Bahwa  saksi Olleng Bin Samad bersama saksi Ibrahim Bin 
Ismail turun menyelam ke dasar laut dengan menggunakan 
alat bantu pernapasan berupa mesin kompressor untuk 
mengambil terumbu karang yang berada didasar laut 
dengan cara terumbu karang tersebut diambil dengan 
menggunakan tangan namun sesekali saksi Olleng Bin 
Samad bersama saksi Ibrahim Bin Ismail menggunakan alat 
bantu berupa palu-palu dan betel apabila terumbu karang 
tersebut susah untuk dilepaskan dari batu karang; 
 Bahwa ketika saksi Olleng Bin Samad bersama saksi 
Ibrahim Bin Ismail sementara berada didasar laut mengambil 
terumbu karang, terdakwa bersama saksi Asri Bin Samaila 
mendayung kapal sambil menunggu terumbu karang 
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dinaikkan keatas kapal, dan ketika terumbu karang telah 
berada diatas kapal, selanjutnya terdakwa bersama saksi 
Asri Bin Samaila membersihkan terumbu karang tersebut 
yang kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik yang 
telah diberi air agar terumbu karang tersebut tidak mati;  
 Bahwa Perairan Taka Batu Ta’pampang kurang lebih 1 
(satu) mil dari Pulau Sarappo Caddi Kecamatan Liukang 
Tupabbiring Kabupaten Pangkep dengan titik koordinat 
S.04.49.062 - E.119.14.438 adalah termasuk Kawasan 
Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Pangkep, sehingga 
perbuatan terdakwa berteman tersebut telah melanggar 
ketentuan Pasal 35 huruf b UU RI No. 27 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 
 Perbuatan  terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidanadalam Pasal 73 huruf a UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo. Pasal 55 ayat (1) 
Ke-1 KUHP. 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
1. Menyatakan Terdakwa RISAL BIN OLLENG terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 73 Huruf a UU RI No. 27 
Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
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pulau kecil jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana 
dakwaan Penuntut Umum;  
2.  Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Asri Bin Samaila 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda 
sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Subsidair 
1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap 
ditahan;   
3. Menetapkan agar barang bukti berupa: 
 • 1 (satu) unit Kapal KMN. Karang Lestari Bermesin 
Yanmar 15 PK;  
• 1 (satu) unit mesin Kompressor merk swan;  
• 1 (satu) pasang kaki bebek (pins);  
• Selang regulator dengan panjang 50 meter;  
• 1 (satu) palu-palu;  
• 1 (satu) betel; 
 • 10 (sepuluh) biji batu karang atau koral; 
 • Surat-surat atau dokumen kapal berupa Pas Kecil, 
sertifikat kesempurnaan, rekomendasi nelayan andong, 
Surat pendaftaran kapal nelayan, daftar nelayan 
penangkapan ikan, fotocopy izin penangkapan satwa liar 
dari BKSDA (Balai konservasi Sumber Daya Alam).  
Digunakan dalam perkaya yang sama atas nama 
Terdakwa Olleng Bin Samad, DKK. 
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4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah); 
5. Amar Putusan 
 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene pada hari Senin 
tanggal 15 Februari 2016, oleh IRIANTO PRIJATNA UTAMA, 
S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ABDUL HAKIM,S.H.,M.H dan 
IUSTIKA PUSPA SARI, S.H.,M.H.  masing-masing sebagai Hakim 
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 
Rabu tanggal 17 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para 
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. RIDWAN, SH. Paniter 
Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene serta dihadiri oleh 
YUSNITA SYARIEF, S.H, Penuntut Umum  pada Kejaksaan Negeri 
Pangkajene dan Terdakwa; 
MENGADILI 
1. Menyatakan Terdakwa RISAL BIN OLLENG terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “secara Bersama-Sama Mengambil Terumbu 
Karang Dikawasan Konservasi” 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda 
sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), 
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka 
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dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) 
bulan; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang 
telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 
5. Menyatakan barang bukti berupa: 
 1 (satu) unit Kapal KMN. Karang Lestari Bermesin 
Yanmar 15 PK; 
 1 (satu) unit mesin Kompressor merk swan; 
 1 (satu) pasang kaki bebek (pins); 
 Selang regulator dengan panjang 50 meter; 
 1 (satu) palu-palu; 
 1 (satu) betel; 
 10 (sepuluh) biji batu karang atau koral; 
 Surat-surat atau dokumen kapal berupa Pas Kecil, 
sertifikat kesempurnaan, rekomendasi nelayan 
andong, Surat pendaftaran kapal nelayan, daftar 
nelayan penangkapan ikan, fotocopy izin 
penangkapan satwa liar dari BKSDA (Balai konservasi 
Sumber Daya Alam). 
 Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Olleng 
Bin Samad.    
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6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (Duaribu rupiah). 
6. Analisis Penulis  
 Dapat ditinjau dari dakwaan penuntut umum, dakwaan merupakan 
dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat 
dalam dakwaan, hakim akan memeriksa perkara tersebut. Untuk dapat 
diajukan ke pengadilan, suatu surat dakwaan harus memenuhi syarat-
syarat yang telah ditetapkan. 
 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Majelis 
Hakim Pengadilan Negri Pangkajene Abdul Hakim, S.H,M.H., yang 
menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas 
tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, 
kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim 
untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 73 
huruf ayat (1) huruf a jo. uu tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa 
secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 
73 ayat (1) huruf a uu tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan 
yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, 
baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Pada perkara ini putusan 
yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa sudah sesuai dari 
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tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena terdakwa tidak 
mengajukan saksi-saksi yang dapat meringankan perbuatan terdakwa 
yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. 
Lebih lanjut menurut Abdul Hakim, S.H.,MH menerangkan bahwa 
Berdasarkan putusan kasus nomor 8/Pid.B/2016/PN.Pkj menyatakan 
bahwa terdakwa Risal Bin Olleng terbukti secara sah melakukan tindak 
pidana pengrusakan ekosistem terumbu karang di dalam kawasan 
konservasi. 
 Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 73 Ayat (1) UU 
No.27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil yang berbunyi: 
 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan 
sengaja: 
“Melakukan kegiatan menambang terumbu karang, 
mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, 
menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau 
cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu 
karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf d;” 
 Meskipun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini tentang 
apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana  atau bukan, dan 
bagaimanakah pertimbangan hukum hakim, namun Penulis akan 
mengomentari putusan No. 8/Pi.B/2016/Pn.Pkj secara umum, mulai dari 
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dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 
apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat pemidanaan atau 
belum. 
 Surat dakwaan Jaksa penuntut Umum dalam Perkara ini secara 
teknis memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a uu no.27 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu 
telah diberi tanggal, ditandatangani, berisi identitas terdakwa (nama 
lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, 
tempat tinggal, agama, dan kepercayaan), selain itu surat dakwaan telah 
berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana 
yang didakwakan, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut 
dilakukan. 
 Melihat uraian diatas penulis berpendapat, bahwa Pasal 73 huruf a 
jo UU No.27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil telah memenuhi keadilan. Sesuai dengan Posisi Kasus diatas, 
Terdakwa dengan sadar melakukan pengrusakan ekosistem terumbu 
karang di dalam kawasan konservasi. Unsur dengan sengaja melakukan 
kegiatan mengambil terumbu karang yang mengakibatkan rusaknya 
ekosistem terumbu karang. Maka terdakwa Risal Bin Olleng telah terbukti 
telah memenuhi unsur-unsur Pasal 73 huruf a jo UU No.27 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 
 Dalam perkara ini, jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan 
tunggal sebab berisikan satu jenis tindak pidana saja yang didakwakan 
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kepada terdakwa, yakni melanggar Pasal 73 ayat (1)  huruf a JO. UU 
tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu 
melakukan perbuatan yakni merusak ekosistem terumbu karang didalam 
kawasan konservasi. 
B. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim dalam Penjatuhan 
Putusan Hukuman dalam Putusan No. 8/Pid.B/2017/PN.Pkj 
 Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan 
pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang 
mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan atau yang lebih urgen 
lagi adalah pertimbangan nasib korban kejahatan sebagai subjek hukum 
yang terkena dampak langsung akibat kejahatan yang dilakukan 
seseorang sehingga hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan itu 
dengan cara dan alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum 
sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan 
dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum. 
 Aspek-aspek pertimbangan yuridis melalui tindak pidana yang 
didakwakan merupakan hal yang penting dalam putusan hakim. Hal ini 
dikarenakan pada hakikatnya, pertimbangan yuridis merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan 
terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang 
didakwakan oleh Jaksa/penuntut umum. Sehingga dapat dikatakan 
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pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut secara langsung akan 
berpengaruh besar terhadap amar putusan hakim. 
 Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan 
hakim majelis dalam putusan Pengadilan Negri Makassar No. 
8/Pid.B/2016/PN.Pkj, yaitu sebagai berikut: 
1. Pertimbangan Hakim  
 Mengenai Kasus yang penulis teliti ini, dalam putusan Majelis 
Hakim dimana terdakwa Risal Bin Olleng dinyatakan telah terbukti secara 
sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan 
ekosistem terumbu karang di dalam Kawasan Konservasi. 
  Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim terhadap 
tindak pidana pengrusakan ekosistem terumbu karang di dalam Kawasan 
Konservasi yang dilakukan oleh terdakwa Risal Bin Olleng adalah sebagai 
berikut: 
  Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa 
telah mengerti dan tidak  mengajukan keberatan: 
 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut 
Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: 
1. Saksi ILHAM AMRIADI BIN HAJI AMRIADI, dibawah 
sumpah menerangkan sebagai berikut:  
 Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 
04 November 2015 sekitar pukul 12.00 wita di perairan 
taka batu ta’pampang, sebelah selatan pulau sarppo 
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ca’di kurang lebih 1 mil dari pulau sarappo ca’di, desa 
langi, kecamatan liukang Tupabbiring kabupaten 
Pangkep dengan titik koordinat S. 04.49.062, E. 
119.14.438; 
 Bahwa saksi mengerti memberi keterangan dalam 
persidangan sehubungan dengan saksi Olleng Bin 
Samad bersama terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya 
yakni Terdakwa dan Ibrahim Bin Ismail melakukan tindak 
pidana mengambil terumbu karang diwilayah konservasi 
perairan Pangkep; 
 Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 
November 2015 sekitar pukul 12.00 wita di Perairan Taka 
Batu Ta' sebelah selatan Pulau Sarappo Ca'di kurang 
lebih 1 mil dari Pulau Sarappo Ca'di Desa Langi 
Kecamatan Liukang Tapabbiring Kabupaten Pangkep 
dengan titik koordinat S.04.49.062 E.l 19.14.438; 
 Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal dari 
saksi bersama anggota Polairut Polres Pangkep lainnya 
melaksanakan patroli diperairan Pangkep dan ketika 
melintas disekitar perairan sebelah Selatan Pulau 
Sarappo Ca'di, saksi dan rekan melihat sebuah kapal 
KMN. Karang Lestari bermesin Yanmar 15 PK sedang 
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melaut di Kawasan Konservasi, sehingga menimbulkan 
kecurigaan; 
 Bahwa saksi mengetahui kalau lokasi tersebut adalah 
wilayah konserfasi karena saksi pada dasarnya bekerja 
sebagai polisi perairan sehingga saksi mengetahui mana 
yang merupakan kawasan konservasi mana yang bukan 
kawasan konservasi; 
 Bahwa ketika kapal milik saksi Olleng Bin Samad 
tersebut didekati dan diperiksa isi dari kapal tersebut, 
ditemukanlah beberapa macam koral/terumbu karang 
hias, mesin kompressor, selang regulator, sepatu bebek, 
palu-palu dan betel; 
 Bahwa saksi berkata kepada saksi Olleng Bin Samad 
"apa yang kau cari" dan salah satu anggota dari saksi 
Olleng Bin Samad mengatakan "mencari koral"; 
 Bahwa saksi Olleng Bin Samad memperlihatkan surat-
surat kapal termasuk surat izin untuk mengambil 
terumbu karang hias/koral namun isi dalam surat izin 
tersebut terdapat larangan untuk mengambil terumbu 
karang hias/koral di beberapa parairan konservasi 
termasuk wilayah konservasi perairan Pangkajene; 
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 Bahwa terget sebenarnya bukanlah terdakwa berteman 
namun kebetulah pada hari itu terdakwa berteman 
berlayar di wilayah konservasi perairan pangkep; 
 Bahwa ketika saksi mendekati kapal KMN. Karang 
Lestari bermesin Yanmar 15 PK, saksi Olleng Bin 
Samad berteman sudah selesai melakukan aktifitas 
menyelam; 
 Bahwa terdakwa berteman mengakui menjual 
koral/terumbu karang hias tersebut kepada seseorang; 
 Bahwa sepengetahuan saksi ada perusahaan-
perusahaan yang menampung koral-koral tersebut; 
 Bahwa koral diambil dengan cara menggunakan betel 
dan palu; 
 Bahwa saksi berteman mengetahui dengan pasti bahwa 
perairan yang digunakan oleh terdakwa berteman 
mengambil terumbu karang hias adalah titik koordinat 
wilayah konservasi dan saksi mengetahuinya karena 
pihak dinas perikatan sudah pernah menunjukkannya; 
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak 
keberatan; 
2. Saksi SUPRIADI Bin KANCANG DAENG TUTU, dibawah 
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
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 Bahwa saksi memberi keterangan dalam persidangan 
sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama 
Olleng Bin Samad, Ibrahim Bin Ismail dan Asri Bin 
Samaila melakukan tindak pidana mengambil terumbu 
karang diwilayah konservasi perairan Pangkep: 
 Bahwa kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 04 
November 2015 sekitar pukul 12.00 wita di Perairan 
Taka Batu Ta' sebelah selatan Pulau Sarappo Ca'di 
kurang lebih 1 mil dari Pulau Sarappo Ca'di Desa 
Langi Kecamatan Liukang Tapabbiring Kabupaten 
Pangkep dengan titik koordinat S.04.49.062 
E.119.14.438; 
 Bahwa pada awalnya saksi bersama anggota Polair 
Polres Pangkep lainnya melaksanakan patroli 
diperairan Pangkep dan ketika melintas disekitar 
perairan sebelah Selatan Pulau Sarappo Ca'di, dan 
melihat sebuah kapal KMN. Karang Lestari bermesin 
Yanmar 15 PK sedang melaut di Kawasan Konservasi; 
 Bahwa ketika kapal milik terdakwa tersebut didekati 
dan diperiksa isi dari kapal tersebut, ditemukanlah 
beberapa macam koral/terumbu karang hias, mesin 




 Bahwa tidak ada hal yang mencurigakan pada saat itu, 
maun karena pada saat itu adalah operasi rutin maka 
semua kapal yang kami lewati kami hampiri untuk 
diperiksa; 
 Bahwa saksi berkata kepada Olleng Bin Samad "apa 
yang kau cari" dan salah satu anggota dari saksi 
Olleng Bin Samad mengatakan "mencari koral/karang" 
 Bahwa pada saat itu saksi Olleng Bin Samad 
memperlihatkan surat-surat kapal termasuk surat izin 
untuk mengambil terumbu karang hias/koral; 
 Bahwa pada saat itu saksi melihat surat izin dari 
Terdakwa namun dalam surat izin tersebut terdapat 
larangan untuk mengambil terumbu karang hias/koral 
di beberapa parairan konservasi termasuk wilayah 
konservasi perairan Pangkajene; 
 Bahwa ketika saksi mendekati kapal KMN. Karang 
Lestari bermesin Yanmar 15 PK, Terdakwa dan 
teman-temannya Risal Bin Olleng, Olleng Bin Samad, 
Ibrahim Bin Ismail dan  sudah selesai melakukan 
aktifitas menyelam; 
 Bahwa terdakwa mengakui bahwa terumbu karang 
hias tersebut akan dinjual koral/ terumbu karang hias 
tersebut kepada seseorang; 
64 
 
 Bahwa sepengetahuan saksi ada perusahaan-
perusahaan yang menampung koral-koral tersebut; 
 Bahwa koral diambil dengan cara menggunakan betel 
dan palu; 
 Bahwa saksi mengetahui dengan pasti bahwa perairan 
yang digunakan oleh terdakwa berteman mengambil 
terumbu karang hias adalah titik koordinat wilayah 
konservasi dan saksi mengetahuinya karena pihak 
dinas perikatan sudah pernah menunjukkannya; 
 Bahwa saksi membenarkan barang bukti; 
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak 
keberatan; 
3. Saksi OLLENG BIN SAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 
sekitar pukul 12.00 wita di Perairan Taka Batu Ta' 
sebelah selatan Pulau Sarappo Ca'di kurang lebih 1 
mil dari Pulau Sarappo Ca'di Desa Langi Kecamatan 
Liukang Tapabbiring Kabupaten Pangkeje dengan titik 
koordinat S.04.49.062 E.l 19.14.438, saksi secara 
bersama-sama dengan terdakwa, Ibrahim Bin Ismail 




 Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lokasi tempat 
kejadian merupakan Kawasan Konservasi;  
 Bahwa saksi berteman bertujuan untuk mencari 
koral/terumbu karang dan taripang di lokasi tempat 
kejadian;  
 Bahwa dengan menggunakan alat bantu pernafasan 
yakni mesin kompressor, saksi turun menyelam untuk 
mengambil terumbu karang dan sementara itu saksi 
Ibrahin Bin Ismail mendayung kapal, dan setelah saksi 
berhasil mengumpulkan beberapa koral, saksi pun 
naik ke kapal dan menyerahkan koral-koral tersebut 
kepada saksi Asri Bin Samaila dan Terdakwa untuk 
membersihkan koral tersebut;  
 Bahwa saksi mengambil koral dengan cara 
menggunakan tangan ataupun menggunakan alat 
bantu berupa balu-palu dan betel;  
 Bahwa Ibrahim Bin Ismail bertugas selain mendayung 
bertugas juga bergantian menyelam ke laut untuk 
mengambil koral sedangkan terdakwa dan saksi Asri 
Bin Samailaselain juga ikut bergantian menyelam juga 
bertugas mendayung dan membuang air yang masuk 
ke dalam kapal serta membersihkan koral yang sudah 
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diambil dan dimasukkan ke dalam plastik yang telah 
diberi air;  
 Bahwa saksi sudah tidak melakukan aktifitas 
menyelam ketika ditemukan oleh polair Pangkep;  
 Bahwa saksi adalah bos/nahkoda yang membayar 3 
(tiga) orang anak buahnya yakni terdakwa, saksi Risal 
Bin Olleng dan saksi Ibrahim Bin Ismail sebesar Rp. 
50.000,- s/d Rp. 200.000,- per minggunya;  
 Bahwa biasanya koral yang didaptkan dijual kepada 
Amir yang tinggal dipulau Barang Lompo seharga Rp. 
1.000,- s/d Rp. 2.000,- per biji; 
 Bahwa kapal KMN. Karang Lestari bermesin Yanmar 
15 PK milik saksi yang dicicil sebesar Rp. 10.000,- per 
harinya dan sudah mencicil selama 1 (satu) tahun; 
 Bahwa saksi mengambil koral hanya untuk membiayai 
hidup sehari-hari;  
 Bahwa semua barang bukti adalah milik saksi; 
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, 
Terdakwa tidak keberatan; 
 Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak 
keberatan; 
4. Saksi IBRAHIM BIN ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
67 
 
 Bahwa saksi mengerti memberi keterangan dalam 
persidangan sehubungan dengan saksi bersama 
Terdakwa, Olleng Bin Samad dan Asri Bin Samaila 
mengambil koral di perairan Pangkajene;  
 Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 
November 2015 sekitar pukul 12.00 wita di Perairan 
Taka Batu Ta' sebelah selatan Pulau Sarappo Ca'di 
kurang lebih 1 mil dari Pulau Sarappo Ca'di Desa 
Langi Kecamatan Liukang Tapabbiring Kabupaten 
Pangkep dengan titik koordinat S.04.49.062 E.l 
19.14.438;  
 Bahwa kapal KMN. Karang Lestari bermesin Yanmar 
15 PK milik saksi Olleng Bin Samad;  
 Bahwa saksi Olleng Bin Samad adalah bos/nahkoda 
yang memberi upah kepada saksi juga kepada 
terdakwa dan saksi asri bin samaila sebesar Rp. 
50.000,- s/d Rp. 100.000,- per minggunya;  
 Bahwa koral tersebut dijual kepada Amir yang tinggal 
dipulau Barang Lompo seharga Rp. 1.000,- s/d Rp. 
2.000,- per koral;  
 Bahwa saksi Olleng Bin Samad bertugas menyelam ke 
laut untuk mengambil koral sedangkan saksi bertugas 
mendayung dan menyelam menggantikan saksi Olleng 
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Bin Samad apabila saksi Olleng Bin Samad capek, 
sedangkan terdakwa dan Asri Bin Samaila selain juga 
bertugas bergantian menyelam juga bertugas 
mendayung dan membuang air yang masuk ke dalam 
kapal serta membersihkan koral yang sudah diambil 
dan dimasukkan ke dalam plastik yang telah diberi air;  
 Bahwa ketika anggota Polairut Pangkep mendekati 
saksi, Olleng Bin Samad sudah selesai mengambil 
koral dan saksi bersama terdakwa dan Asri Bin 
Samaila sementara membersihkan koral-koral 
tersebut; 
 Bahwa semua barang bukti adalah milik saksi Olleng 
Bin Samad;  
 Bahwa saksi membenarkan barang bukti;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak 
keberatan; 
5. Saksi ASRI BIN SAMAILA, dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 
November 2015 sekitar pukul 12.00 wita di Perairan 
Taka Batu Ta' sebelah selatan Pulau Sarappo Ca'di 
kurang lebih 1 mil dari Pulau Sarappo Ca'di Desa 
Langi Kecamatan Liukang Tapabbiring Kabupaten 
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Pangkep dengan titik koordinat S.04.49.062 E.l 
19.14.438; 
 Bahwa saksi Olleng Bin Samad adalah bos/nahkoda 
yang memberi upah kepada saksidan juga kepada 
Terdakwa dan saksi Risal Bin Olleng sebesar Rp. 
50.000,- s/d Rp. 100.000,- per minggunya; 
 Bahwa koral tersebut dijual kepada Lk. Amir yang 
tinggal dipulau Barang Lompo seharga Rp. 1.000,- s/d 
Rp. 2.000,- per koral; 
 Bahwa saksi Olleng Bin Samad bertugas menyelam ke 
laut untuk mengambil koral sedangkan saksi Ibrahim 
Bin Ismail bertugas mendayung dan menyelam 
menggantikan saksi Olleng Bin Samad apabila saksi 
Olleng Bin Samad capek, sedangkan saksi bersama 
dengan Terdakwa selain juga ikut bergantian 
menyelam juga bertugas mendayung dan membuang 
air yang masuk kedalam kapal serta membersihkan 
koral yang sudah diambil dan dimasukkan kedalam 
plastik yang telah diberi air; 
 Bahwa ketika anggota Polairut Pangkep mendekati 
terdakwa berteman yang sementara berada diatas 
kapal, saksi Olleng Bin Samad sudah selesai 
mengambil koral sedangkan terdakwa bersama saksi 
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Asri Bin Samaila dan saksi Ibrahim Bin Ismail 
sementara membersihkan koral-koral tersebut; 
 Bahwa kapal KMN. Karang Lestari bermesin Yanmar 
15 FK milik saksi Olleng Bin Samad; 
 Bahwa saksi sudah 5 kali ikut melaut mencari koral 
dan taripang bersama saksi Olleng Bin Samad; 
 Bahwa semua barang bukti adalah milik saksi Olleng 
Bin Samad; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas, 
Terdakwa tidak keberatan;  
 Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah 
megajukan Ahli yaitu KRIS HANDOKO, A.Pi, M.T yang telah memberikan 
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut; 
 Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli 
berdasarkan Surat Penunjukan dari Balai Pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar 
Nomor :SPT/311/KP3K/BPSPL.04/TU.420/XI/2015 
tanggal 12 November 2015; 
 Bahwa Ahli CPNS sejak Tahun 1999 di Departemen 
Pertanian Pontianak dan Tahun 2002 pindah ke Dinas 
Kelautan dan Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 
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sebagai Kepala Seksi Pendayagunaan dan Kelestarian 
BPSLP Pontianak dan sekarang sebagai Kepala Seksi 
Pendayahgunaan dan kelestarian BPSPL Makassar; 
 Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai seksi 
pendayahgunaan dan kelestarian BPSPL Makassar 
dan tugas sehari-hari melakukan bimbingan teknis 
pengelolaan pesisir laut dan pulau-pulau kecil; 
 Bahwa Perairan Taka Batu Ta' sebelah selatan Pulau 
Sarappo Ca'di kurang lebih 1 mil dari Pulau Sarappo 
Ca'di Desa Langi Kecamatan Liukang Tapabbiring 
Kabupaten Pangkep dengan titik koordinat S.04.49.062 
E.l 19.14.438 merupakan wilayah Kawasan Konservasi 
Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Pangkep; 
 Bahwa surat ijin mengambil koral/terumbu karang hias 
yang dimiliki oleh saksi Oileng Bin Samad adalah sudah 
benar, namun saksi Oileng Bin Samad berteman telah 
melanggar surat ijin yang termuat didalam surat 
tersebut khususnya pada point g dengan petikan 
berbunyi "pemegang ijin ini wajib memenuhi ketentuan-
ketentuan sebagai berikut : point g. ijin tangkap ini 
berlaku di wilayah Kerja balai Besar KSDA Sulawesi 
Selatan dan tidak diperkenankan/dilarang menangkap 
di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Laut 
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Taka Bonerate, Selayar dan Taman Wisata Perairan 
Kepulauan Kapoposang, Pangkep) dan Kawasan 
Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Selayar 
dan KKLD Kabupaten Pangkep serta Daerah 
Perlindungan Laut (DPL) lainnya; 
 Bahwa dampak ketika koral/terumbu karang hias 
diambil maka terjadi perubahan struktur ekosistem 
biologi habitat terumbu karang yang berakibat tidak 
seimbangnya rantai makanan yang ada dikawasan 
tersebut, karena masing-masing biota yang ada 
dikawasan konservasi memiliki peran dan fungsi 
masing-masing; 
 Bahwa tidak ada tempat atau lokasi untuk pengambilan 
terumbu karang baik di zona inti, zona perikanan 
berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya 
didalam Kawasan KKPD Kabupaten Pangkep tersebut 
dan lokasi pengambilan terumbu karang yang dilakukan 
oleh Terdakwa berteman termasuk Kawasan perairan 
Kecamatan Liukang Tupabbiring yang merupakan 
Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) 
Kabupaten Pangkep yang dilindungi; 
 Bahwa perbuatan terdakwa berteman yang telah 
mengambil koral/terumbu karang di Kawasan 
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Konservasi Perairan Daerah Pangkep, telah melanggar 
uu No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya Pasal 35 
huruf b dan Pasal 73 ayat (1) huruf a. 
 Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang 
meringankan (a de charge) dan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan 
pada diri Terdakwa sebagai berikut;  
 Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi 
Asri Bin Samaila, saksi Olleng Bin Samad, dan saksi 
Ibrahin Bin Ismail mengambil koral di perairan 
Pangkajene; 
 Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 
November 2015 sekitar pukul 12.00 wita di Perairan 
Taka Batu Ta' sebelah selatan Pulau Sarappo Ca'di 
kurang lebih 1 mil dari Pulau Sarappo Ca'di Desa Langi 
Kecamatan Liukang Tapabbiring Kabupaten Pangkep 
dengan titik koordinat S.04.49.062 E.119.14.438; 
 Bahwa saksi Olleng Bin Samad adalah bos/nahkoda 
yang memberi upah kepada terdakwa juga kepada 
saksi dan saksi Ibrahim Bin Ismail sebesar Rp.50.000,- 
s/d Rp. 100.000,- per minggunya; 
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 Bahwa koral tersebut dijual kepada Lk. Amir yang 
tinggal dipulau Barang Lompo seharga Rp. 1.000,- s/d 
Rp. 2.000,- per koral; 
 Bahwa saksi Olleng Bin Samad bertugas menyelam ke 
laut untuk mengambil koral bergantian dengan Ibrahim 
Bin Ismail selain itu tugas Ibrahim Bin Ismail 
mendayung kapal sedangkan Terdakwa selain juga ikut 
bergantian menyelam juga bertugas mendayung dan 
membuang air yang masuk ke dalam kapal serta 
membersihkan koral yang sudah diambil dan 
dimasukkan kedalam plastik yang telah diberi air; 
 Bahwa Ketika anggota Polaroit Pangkep mendekati 
terdakwa berteman, saksi Olleng Bin Samad sudah 
selesai mengambil koral sedangkan terdakwa 
sementara membersihkan koral-koral tersebut; 
 Bahwa Terdakwa sudah 1 minggu ikut melaut mencari 
koral dan taripang bersama saksi Olleng Bin Samad; 
 Bahwa semua barang bukti adalah milik saksi Olleng 
Bin Samad; 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yakni: 
 Pas kecil, sertifikat kesempurnaan, rekomendasi 
nelayan andong, surat pendaftaran kapal nelayan, 
daftar nelayan penangkapan ikan, foto copy izin 
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penangkapan satwa liar dari BKSDA (Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam); 
 Foto Copy Lokasi Daerah Konservasi Perairan Daerah 
Kabupaten Pangkeptempat tersangka mengambil 
Terumbu Karang; 
 Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 
sebagai berikut: 
 1 (satu) unit Kapal KMN. Karang Lestari Bermesin 
Yanmar 15 PK; 
 1 (satu) unit mesin Kompressor merk swan;  
 1 (satu) unit mesin Kompressor merk swan; 
 1 (satu) pasang kaki bebek (pins); 
 Selang regulator dengan panjang 50 meter; 
 1 (satu) palu-palu; 
 1 (satu) betel; 
 10 (sepuluh) biji batu karang atau koral; 
 Surat-surat atau dokumen kapal berupa Pas Kecil, 
sertifikat kesempurnaan, rekomendasi nelayan andong, 
Surat pendaftaran kapal nelayan, daftar nelayan 
penangkapan ikan, fotocopy izin penangkapan satwa 
liar dari BKSDA (Balai konservasi Sumber Daya Alam). 
 Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang 
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
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 Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 
sekitar pukul 12.00 wita di Perairan Taka Batu Ta' 
sebelah selatan Pulau Sarappo Ca'di kurang lebih 1 mil 
dari Pulau Sarappo Ca'di Desa Langi Kecamatan 
Liukang Tapabbiring Kabupaten Pangkeje dengan titik 
koordinat S.04.49.062 E.l 19.14.438, Terdakwa 
bersama-sama dengan saksi Olleng Bin Samad, 
Ibrahim Bin ISMAIL dan Asri Bin Samaila mengambil 
koral/terumbu karang; 
 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi 
tempat kejadian merupakan Kawasan Konservasi; 
 Bahwa Terdakwa dan saksi Olleng Bin Samad, Ibrahim 
Bin Ismail dan Asri Bin Samaila berada di lokasi 
tersebut bertujuan untuk mencari koral/ terumbu karang 
dan taripang di lokasi tempat kejadian;  
 Bahwa dengan menggunakan alat bantu pernafasan 
yakni mesin kompressor, saksi Olleng turun menyelam 
untuk mengambil terumbu karang dan sementara itu 
saksi Ibrahin Bin Ismail mendayung kapal, dan setelah 
saksi Olleng berhasil mengumpulkan beberapa koral, 
saksi olleng pun naik ke kapal dan menyerahkan koral-
koral tersebut kepada terdakwa dan saksi Risal untuk 
membersihkan koral tersebut;  
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 Bahwa saksi Olleng mengambil koral dengan cara 
menggunakan tangan dan/atau menggunakan alat 
bantu berupa balu-palu dan betel;  
 Bahwa saksi Ibrahim Bin Ismail bertugas selain 
mendayung bertugas juga bergantian menyelam ke laut 
untuk mengambil koral sedangkan terdakwa dan saksi 
Asri Bin Samaila selain juga bergantian menyelam juga 
bertugas mendayung dan membuang air yang masuk 
ke dalam kapal serta membersihkan koral yang sudah 
diambil dan dimasukkan ke dalam plastik yang telah 
diberi air; 
 Bahwa Terdakwa tidak melakukan aktifitas apapun 
ketika ditemukan oleh polair Pangkep; 
 Bahwa Terdakwa adalah anak buah kapal yang digaji 
oleh saksi Olleng sebesar Rp. 50.000,- s/d Rp. 
200.000,- per minggunya;  
 Bahwa biasanya koral yang didaptkan dijual kepada 
Amir yang tinggal dipulau Barang Lompo seharga Rp. 
1.000,- s/d Rp. 2.000,- per biji; 
 Bahwa kapal KMN. Karang Lestari bermesin Yanmar 
15 PK milik saksi olleng yang dicicil sebesar Rp. 




 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di 
atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh 
Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 
Pasal 73 huruf a UU RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, 
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Setiap Orang; 
2. Dengan Sengaja Melakukan kegiatan mengambil 
Terumbu karang di kawasan Konservasi.  
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan 
yang turut serta melakukan (Delik Penyertaan); 
  Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis 
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
1. Unsur Setiap Orang: 
  Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik 
dengan kata “Barangsiapa”  sebagaimana terdapat dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana dalam tindak pidana menunjuk kepada 
Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi 




Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 
2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI 
Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata 
“Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan 
dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum 
(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai 
pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau 
perbuatannya; 
Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan 
barangsiapa disini adalah orang (eeneider) atau manusia 
(naturlijkepersoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak 
sebagai subyek hukum. 
Menimbang, bahwa sehubungan dengan perihal dimaksud, orang 
sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi 
kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan 
bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai 
syarat subyektif dan syarat obyektif;  
Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka 
atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa 
secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam 
arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan 
menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang 
80 
 
bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu; Menimbang, bahwa 
berdasarkan keterangan para saksi dan pembenaran Terdakwa 
terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh 
fakta bahwa Terdakwa RISAL BIN OLLENG yang sedang diadili di 
depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene, adalah orang 
yang sama sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut 
Umum, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut 
melakukan suatu tindak pidana. Oleh karenanya jelaslah bahwa 
pengertian “Setiaporang” yang dimaksudkan in casu adalah Terdakwa 
RISAL BIN OLLENG yang dihadapkan ke depan persidangan 
Pengadilan Negeri Pangkajene, sehingga Majelis Hakim berpendapat 
bahwa unsur “Setiaporang” telah terpenuhi; 
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan kegiatan mengambil Terumbu 
karang di kawasan Konservasi.  
  Menimbang bahwa pertama-tama majelis hakim akan 
mempertimbangkan mengenai sub unsur dengan sengaja. Menimbang 
bahwa dengan sengaja merupakan salah satu bentuk hubungan batin 
antara petindak dengan perbuatannya. Dalam teori pengetahuan, sengaja 
diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat 
perbuatannya;  
  Menimbang bahwa kesengajaan adalah salah satu bentuk 
kesalahan. Dalam ilmu pengetahuan ada 3 bentuk kesengajaan yaitu:  
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a. Kesengajaan sebagai maksud, merupakan bentuk yang 
paling sederhana. Dalam hal ini petindak memang 
bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh 
undang-undang. Dengan demikian maka ia menghendaki 
melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatannya itu: 
b. Kesengajaan dengan sadar kepastian, disamping 
bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki 
terjadi pula akibatyang tidak dikehendaki yang pasti terjadi 
sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki;  
c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, menyadari 
kemungkinan adanya akibat yang dilarang, kemudian 
akibat itu benar-benar terjadi; 
 Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelicting bahwa sengaja 
(opzet) sebagai Willens en Weten, yang dalam arti harfiah dapat disebut 
sebagai menghendaki dan mengetahui. Willen en weten artinya bahwa 
sesuatu perbuatan (dengan sengaja) harus menghendaki perbuatan itu 
serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat dari 
perbuatan itu; 
 Menimbang bahwa penempatan unsur dengan sengaja dimuka 
unsur-unsur lain berarti bahwa unsur-unsur yang terletak dibelakang unsur 
dengan sengaja diliputi unsur dengan sengaja. Jadi perbutan-perbuatan di 
dalam unsur-unsur yang terletak dibelakang unsur dengan sengaja maka 
harus dilakukan dengan sengaja;  
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 Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan mengambil 
yaitu memindahkan sesuatu dari tempatnya sehingga sesuatu yang telah 
diambil tersebut tidak lagi berada ditempatnya;  
 Menimbang bahwa Terumbu karang terdiri dari dua kata, yakni 
terumbu dan karang. Istilah terumbu dan karang memiliki makna yang 
berlainan. Istilah karang merujuk pada sekumpulan binatang. Sedangkan 
terumbu merupakan struktur kalsium karbonat (CaCO3) yang dihasilkan 
oleh karang.  
 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 27 tahun 
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang 
dimaksud dengan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas 
tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan. Lebih dari itu Kawasan 
konservasi merupakan kawasan yang sangat penting bagi perlindungan 
dan pengawetan sumber daya alam dan budaya secara global.  Kawasan 
konservasi tidak hanya memberikan nilai bagi perlindungan habitat alam 
beserta flora dan fauna yang ada didalamnya tetapi juga memelihara 
stabilitas/keseimbangan lingkungan wilayah disekitarnya.  
 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap 
dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar 
pukul 12.00 wita di Perairan Taka Batu Ta' sebelah selatan Pulau Sarappo 
Ca'di kurang lebih 1 mil dari Pulau Sarappo Ca'di Desa Langi Kecamatan 
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Liukang Tapabbiring Kabupaten Pangkeje dengan titik koordinat 
S.04.49.062 E.l 19.14.438, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Olleng 
Bin Samad, Ibrahim Bin ISMAIL dan Asri Bin Samaila mengambil 
koral/terumbu karang. 
 Menimbang bahwa lokasi dimana Terdakwa, saksi Asri Bin 
Samaila, saksi Olleng Bin Samad dan saksi Ibrahim Bin Ismail mengambil 
terumbu karang tersebut berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Bupati 
Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 290 tertanggal 2 maret tahun 2015 
adalah merupakan kawasan Konservasi laut yangmana aktifitas 
pengambilan terumbu karang dalam kawasan tersebut adalah dilarang; 
 Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan 
dipersidangan bahwa Terdakwa, saksi Asri Bin Samaila, saksi Olleng Bin 
Samad dan saksi Ibrahim Bin Ismail pada dasarnya memiliki ijin untuk 
melakukan pengambilan Terumbu karang namun tidak pada lokasi 
dimana Terdakwa, saksi Asri Bin Samaila, saksi Olleng Bin Samad dan 
saksi Ibrahim Bin Ismail tertangkap sesaat setelah mengambil Terumbu 
Karang. Hal mana sebagaimana tertera dalam surat ijin yang dimiliki oleh 
saksi Olleng Bin Samad pada poin g yang pada pokoknya menyatakan 
bahwa pengambilan terumbu karang dikawasan konservasi adalah hal 
yang dilarang. 
 Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja 




3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang 
Turut Serta Melakukan (Delik Penyertaan);  
   Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengatur 
mengenai pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang 
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan 
perbuatan, dalam surat Dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat 
“Bersama-sama”, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah 
mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. 
 Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-
sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk 
mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan 
dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap 
bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan 
Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin 
seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam 
perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau 
ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan 
itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan 
bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh 
karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan 
lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus 
mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan 
berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada 
85 
 
suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab 
ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang 
mengatakan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Olleng Bin Samad, 
Saksi Ibrahim Bin Ismail, dan saksi Asri Bin Samaila telah mengambil 
Terumbu Karang di kawasan konservasi Oleh karena itulah untuk 
menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama 
melakukan kekerasan ini dipertimbangkan dengan cara menilai 
keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam 
hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk 
menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur 
perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut 
harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu : 
a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;  
b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;  
c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk 
mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ; 
 Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya 
perbuatan mengambil Terumbu Karang di kawasan konservasi yang 
dilakukan oleh Terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah 
dilakukan oleh Terdakwa bersamasama dengan saksi Olleng Bin Samad, 
saksi Ibrahim Bin Ismail, saksi Asri Bin Samaila, maka yang harus 
dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa 
mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, 
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sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu 
kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila 
hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan 
diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya; 
 Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa bersama-sama 
dengan saksi Olleng Bin Samad, saksi Ibrahim Bin Ismail, saksi Asri Bin 
Samaila melakukan perbuatan mengambil Terumbu Karang di kawasan 
Konservasi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, 
ternyata tidak dibantah oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut telah 
terbukti adanya perbuatan merusak Terumbu Karang dikawasan 
Konservasi secara bersama-sama yang telah dilakukan Terdakwa 
bersama-sama dengan saksi Olleng Bin Samad, saksi Ibrahim Bin Ismail, 
saksi Asri Bin Samaila; 
 Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan 
ini adalah Terdakwa yang mendayung, mengeluarkan air dari perahu 
selain itu Terdakwa juga bergantian dengan saksi Olleng Bin Samad 
menyelam ke dasar laut untuk mengambil Terumbu Karang sehingga 
berdasarkan pada pertimbangan tersebut sehingga unsur Mereka Yang 
Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan 
(Delik Penyertaan) telah terpenuhi; 
 Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan 
tersebut telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim berkeyakinan 
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Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana mengambil Terumbu Karang dikawasan Konservasi; 
 Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah 
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa 
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan; 
 Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya 
alasan-alasan yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa atau 
alasan-alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat melepaskan 
Terdakwa dari segala tuntutan hukum sehingga kepadanya haruslah 
dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan 
perbuatannya; 
 Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang 
meminta terdakwa agar dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi 
selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, maka Majelis 
berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa 
sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini baik dari 
aspek yuridis maupun aspek-aspek lainnya dipandang sudah layak dan 
adil serta setimpal dengan kesalahan dan sifat dari kejahatan yang 
dilakukan oleh terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta 
telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legaljustice) 
maupun keadilan masyarakat (socialjustice) baik bagi terdakwa sendiri 
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maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada 
terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek penjeraan (detterrenteffect) 
khususnya bagi terdakwa; 
 Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama 
untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam 
penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional 
(atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta 
memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan 
edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa 
sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman; 
 Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 UU NO. 27 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, 
maka pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti 
bersalah adalah pidana penjara dan pidana denda yang maksimal sudah 
ditentukan dalam Pasal tersebut;  
 Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pidana yang 
harus dijatuhkan menurut Pasal tersebut sifatnya “imperatif” dan bukan 
“alternatif”, maka disamping pidana penjara maka kepada terdakwa harus 
pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar 
putusan ini, namun karena UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
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Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tidak mengatur perihal alternatif 
pembayaran denda tersebut, maka alternatif pembayaran denda akan 
mengacu kepada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang menegaskan bahwa apabila putusan pidana denda tidak 
dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan 
sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar; 
 Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan; 
 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit 
Kapal KMN. Karang Lestari Bermesin Yanmar 15 PK, 1 (satu) unit mesin 
Kompressor merk swan;, 1 (satu) pasang kaki bebek (pins), Selang 
regulator dengan panjang 50 meter, 1 (satu) palu-palu, 1 (satu) betel, 10 
(sepuluh) biji batu karang atau koral dan Suratsurat atau dokumen kapal 
berupa Pas Kecil, sertifikat kesempurnaan, rekomendasi nelayan andong, 
Surat pendaftaran kapal nelayan, daftar nelayan penangkapan ikan, 
fotocopy izin penangkapan satwa liar dari BKSDA (Balai konservasi 
Sumber Daya Alam). 
 Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan 





 Keadaan yang memberatkan:  
 Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan perubahan 
struktur ekosistem biologi habitat terumbu karang yang 
akan berdampak pada tidak seimbangnya rantai 
makanan dilokasi Konservasi tersebut; 
Keadaan yang meringankan: 
 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak 
mengulanginya lagi; 
 Terdakwa bersikap sopan di persidangan; 
 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan 
Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembebanan biaya perkara 
maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. 
6. Analisis Penulis 
  Suatu Proses Peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) 
yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) 
terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim 
menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan 
apa yang menjadi amar putusannya. Sbelum sampai pada tahapan 
tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan 
pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. 
   Secara yuridis, lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh 
hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum 
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dan maksimum sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal yang 
didakwakan. Namun yang menjadi pokok persoalan adalah hal-hal yang 
mendasari atau alasan-alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan dalam kasus ini sehingga dapat diterima dengan rasa adil bagi 
semua pihak yang berperkara. 
Aspek pertimbangan–pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana 
yang didakwakan merupakan konteks yang penting dalam putusan hakim. 
Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian perbuatan 
terdakwa terhadap unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum. Dapat dikatakan bahwa pertimbangan-
pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar 
terhadap putusan hakim. Selain pertimbangan-pertimbangan  yuridis 
hakim juga harus melihat atau memperhatikan non yuridisnya.  
Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua 
alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh 
keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan 
terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 
KUHAP. 
Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan 
oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku. Disyaratkan bahwa 
tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah 
ditetapkan dalam UU. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan 
kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan 
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dipertanggungjawabkabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak 
adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum 
untuk pidana yang dilakukan.  
Dalam kasus Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Pkj terdakwa Rizal 
Bin Olleng dinyatakan dalam persidangan oleh majelis hakim terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pengrusakan ekosistem 
terumbu karang di dalam kawasan konservasi. 
Dalam putusan perkara Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Pkj proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut 
penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang 
dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang 
sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim 
adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan bukti-bukti lainnya 
yang menyatakan bahwa benar bukti-bukti tersebut kepunyaan terdakwa. 
Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas 
perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat 
melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.  
Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan 
pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan 
pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis Hakim 
melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal 
yang meringankan antara lain: 
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1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak 
mengulanginya lagi; 
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan; 
Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa berteman 
dapat mengakibatkan perubahan struktur ekosistem biologi 
habitat terumbu karang yang akan berdampak pada tidak 
seimbangnya rantai makanan dilokasi Konserfasi tersebut. 
Hakim dalam pertimbangannya juga memperhatikan 
dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan-keterangan 
saksi dan terdakwa bersesuaian dan barang bukti yang ada 
di persidangan serta unsure-unsur tindak pidana perbuatan 
terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis itu sendiri. 
            Menurut penulis, dalam putusan hukuman perkara kasus tindak 
pidana pengrusakan ekosistem terumbu karang di dalam kawasan 
konservasi putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim sudah sesuai 
dengan dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dengan menjatuhkan pidana 
oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) 
tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar  rupiah), 
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan 
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 
            Namun menurut penulis hukuman yang diberikan oleh terdakwa 
dirasa kurang tepat dan belum adil. Karena apabila dilihat dari penerapan 
Pasal 73 Ayat (1) Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan 
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pengrusakan terhadap ekosistem terumbu karang maka akan dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah). 
            Melihat perbandingan antara penerapan Pasal tersebut dengan 
putusan Majelis Hakim oleh terdakwa, sudah jelas bahwa terdakwa hanya 
dipidana penjara dengan batas pidana minimum yaitu 2  (dua) tahun 
penjara, 8 (delapan) tahun lebih ringan dari penerapan Pasal 73 Ayat (1) 
undang-undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil, dan pidana denda sebesar  Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) 
, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka 
diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 
             Menurut analisis penulis penjatuhan pidana yang diberikan oleh 
Hakim terhadap terdakwa tidak memberikan efek jera kepada terdakwa 
dan memberi pelajaran tehadap terdakwa. Dikarenakan perbuatan 
terdakwa telah merugikan bagi kelangsungan ekosistem lingkungan hidup 
khususnya pada ekosistem terumbu karang. Akan tetapi hakim dalam 
proses pengambilan keputusan sudah sesuai yaitu dalam 
mempertimbangkan tuntutan jaksa Penuntut Umum terhadap kasus ini 
berdasarkan fakta-fakta persidangan yang kemudian majelis hakim 
mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidananya.  
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Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas dan setelah 
melakukan wawancara dengan Hakim Ketua yang memutus kasus ini 
yaitu Abdul Hakim, SH.,MH, maka diperoleh kesimpulan bahwa ada kaitan 
antara pemidanaan dengan fakta-fakta serta keadaan yang meliputi kasus 
ini. Salah satu poin yang penulis dapatkan dari hasil wawancara adalah 
alasan hakim tidak memidana maksimum terdakwa sesuai dengan 
penerapan pasal 73 ayat ke-1 (satu) yaitu pidana penjara selama 10 
(sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). Dan apabila pidana denda tidak dapat diabayar 
maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, karena 
beberapa pertimbangan berikut, yaitu: 
1. Terdakwa hanyalah seorang nelayan 
2. Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tempat kejadian 
merupakan Kawasan Konservasi 
3. Dilihat dari peran terdakwa yang hanya seorang anak buah 
kapal yang digaji oleh saksi Olleng sebesar Rp. 50.000,- 
s/d Rp. 200.000,- per minggunya 
4. Selama proses persidangan terdakwa bersikap sopan dan 
mengakui terus terang setiap perbuatannya. 
5. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak 
akan mengulanginya lagi. 
6. Terdakwa baru pertama kalinya dihukum, apabila terlalu 
lama dikhawatirkan tujuan pemidanaan yang berujuan 
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untuk memperbaiki kelakuan terdakwa, justru malah akan 
menyimpangi dari tujuan awal pemidanaan tersebut.  
           Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim 
memperingan hukuman yang diterapkan dalam pasal 73 Ayat Ke- (1) dari 
maksimal penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar maksimal 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Menjadi 2 (dua) tahun 
penjara dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah). 
 















     Berdasarkan dari pembahasan dan hasil pembahasan di atas 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perbuatan terdakwa sudah jelas merupakan tindak pidana 
karena telah melanggar Pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU No.27 
Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil dan adapun penerapan ketentuan pidana terhadap 
pelaku tindak pidana Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang 
sudah tepat dan sesuai dengan rumusan dalam Pasal 73 ayat 
(1) huruf a jo UU NO.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil. Dalam kasus ini, Jaksa 
Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal yakni pada 
Pasal 73 ayat (1) huruf a jo, UU NO.27 Tahun 2007 Pasal 55 
Ayat Ke-(1) KUHP (Delik Penyertaan). Jaksa Penuntut Umum 
menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) 
tahun, dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah)., namun menurut Penulis tuntutan yang diberikan 
Jaksa Penuntut Umum kurang tepat karena sangat tidak 
sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa. 
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2. Pertimbangan Hukum oleh majelis Hakim dalam Penjatuhan 
Hukuman dalam Putusan Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Pkj dalam 
tindak pidana pengrusakan ekosistem terumbu karang di dalam 
kawasan konservasi telah sesuai karena berdasarkan 
penjabaran keterangan terdakwa dan alat bukti serta 
terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis 
serta adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang 
diperkuat dengan adanya keyakinan hakim. Namun menurut 
penulis penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim 
kepada terdakwa kurang tepat dan belum adil dengan 
perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan melawan 
hukum. Maka hakim dalam putusannya tidak memberi efek jera 
terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh terdakwa.  
B. Saran. 
1. Setiap perkara sebaiknya terdakwa selalu didampingi oleh 
penasehat hukum. 
2. Hakim seharusnya memberikan penjatuhan hukuman yang 
tepat dan sesuai terhadap terdakwa yang dapat memberikan 
efek jera terhadap terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan 
tersebut. 
3. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum 
di Indonesia agar tetap setiap pelaku kejahatan sekiranya 
ditindak dengan tegas dan dijatuhi hukuman atau sanksi yang 
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berat agar para pelaku mendapatkan efek jera untuk tidak 
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